

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



2.1. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

	No.
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Peranan Camat dalam mewujudkan Good Governance (Studi di Kantor	Camat
Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah), Pahrizal Iqrom, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 2017.
	a. Metode	penelitian kualitatif.
	a. Teori	yang	digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Yulk mengenai peranan bergantung pada tugasnya,			dalam pelaksanaan pengambilan	keputusan terdiri dari, identifikasi masalah, mendefinisikan masalah, memformulasikan		dan mengembangkan alternatif,	implementasi keputusan dan evaluasi keputusan.
b. Lokasi	penelitian Batukliang		Utara
Kabupaten	Lombok Tengah.
c. Output	penelitian terdahulu		Camat Batukliang Utara sudah mampu menjalankan tugas dan wewenang untuk mengkoordinaikan pelayanan pemerintah di Kabupaten			yang memiliki peran penting dalam mencapai good
governance.

	2.
	Peranan Camat dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik	(Good
	a. Metode	penelitian deskriptif kualitatif.
	a. Teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menurut Basri yang terdiri dari indikator
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	Governance)	di Kantor	Kecamatan
Buru	Kabupaten Karimun		Provinsi
Kepulauan	Riau, Deska Zulkarnain dan Mitrayanti, Universitas Karimun, 2020.
	
	good governance yaitu, responsif, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.
b. Lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau.
c. Output penelitian Camat Buru dianggap sudah mampu       menjalankan
perannya	sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, dalam membangun tim serta dalam memberikan motivasi		kepada bawahannya. Adapun Camat			dalam
mewujudkan		good governance menunjukan bahwa telah mampu mewujudkan prinsip good	governance meskipun masih terdapat kekurangan yang hanya sebagian kecil. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan good governance yang lebih baik lagi khusunya di    Kantor    Kecamatan
Buru.

	3.
	Peran	Kepala		Desa dalam		mewujudkan Good Governance di Desa			Adidharma Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon,				Desti Ameliyah Melistiyani, IAIN   Syekh	Nurjati Cirebon, 2022.
	a. Metode	penelitian kualitatif..
	a. Teori yang digunakan Gambir prinsip good governance	yang berfokus pada prinsip transparansi.
b. Lokasi	penelitian terdahulu di Desa Adidharma Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.
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	c. Output penelitian upaya mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya yang terkait dengan		prinsip transparansi penyelenggraan pemerintahan,		belum dilakukan	oleh			Desa Adidharma.

	4.
	Gaya	Kepemimpinan Camat				dalam penyelenggaraan Pemerintahan			di Kecamatan		Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya, Ayu		Widowati Johannes,		Institut
Pemerintah	Dalam Negeri, 2018.
	a. Fokus	penelitian pada		gaya
kepemimpinan
	a. Teori yang digunakan oleh penelitian terdahulu menggunakan teori Gatto yaitu	gaya
kepemimpinan	directif, gaya	kepemimpinan consultatif,		gaya kepemimpinan participative,		gaya kepemimpinan free- in.
b. Metode	penelitian terdahulu menggunakan metode	deskriptif induktif.
c. Lokasi		Penelitian terdahulu, di Kecamatan Sungai	Ambawang Kabupaten Kuburaya.
d. Output			penelitian terdahulu		menunjukan bahwa				dimensi kerjasama, mendengarkan				dan menerima					saran/ masukan	dan		dimensi mendorong pengambilan keputusan lebih dominan diterapkan oleh Camat yang merupakan dimensi dari gaya kepemimpinan
partisipatif.

	5.
	Peranan Camat dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	di
	a. Metode	deskriptif kualitatif.
	a. Teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah LAN yang terdiri dari indikator good governance	yaitu,






	
	Kecamatan Burau, Andi Nurhana, IAIN Palopo, 2018.
	
	partisipasi,				aturan hukum,		transparansi, responsivitas, berorientasi		consensus, keadilan,	efisiensi	dan efektifitas, akuntabilitas dan visi strategis.
b. Lokasi penelitian di Kecamatan	Burau Kabupaten Luwu Timur.
c. Camat		Burau	sesuai dengan					kedudukan/ posisi,				tugas		dan kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan				sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan			sesuai dengan			prinsip-prinsip good	governance		di wilayah						Kecamatan
Burau.




Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, kelebihan penelitian yang peneliti lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu :
1. Penelitian penulis secara empiris berbeda locus atau lokasinya yaitu di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan.
2. Penelitian terdahulu tentang peranan Camat sedangkan peneliti tentang Gaya Kepemimpinan Camat.



Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini unik, jelas secara akademis dan yuridis.
2.2. Tinjauan Pustaka
2.2.1. Kepemimpinan

Menurut Kartini Kartono (2016: 157) mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principle Of Management dalam Kartini Kartono (2016: 57) berkata kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang- orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok.
Selain itu, menurut Howard H. Hoyt dalam bukunya Aspect Of Modern Public administration dalam Kartini Kartono (2016: 57) menyatakan kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.
Menurut Bernhard, dkk (2017: 205) kepemimpinan adalah sifat penerapan pengaruh oleh seseorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Pendapat Robbins dalam Benhard (2017: 204) mengenai kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan.
Harold Kontz dalam Syamsu (2017: 32) mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan antusias.



Menurut Dian Andriany (2022: 316) mengemukakan bahwa “Kepemimpinan adalah kemampuan seorang individu untuk mengendalikan sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadiannya dalam mempengaruhi kelompoknya dengan maksud mencapai tujuan yang diinginkan.”
Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki peran sangat penting bagi suatu organisasi karena kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakan dan mengarahkan bawahannya untuk mengikuti perintahnya demi tercapainya tujuan organisasi.
2.2.2. Jenis-Jenis Kepemimpinan

Menurut Kartini Kartono (2016: 9) mengemukakan terdapat dua jenis kepemimpinan, yaitu sebagai berikut :
1. Pemimpin formal

Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi/ Lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi.
2. Pemimpin informal

Pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu



mempengaruhi	kondisi	psikis	dan	perilaku	suatu	kelompok	atau masyarakat.
2.2.3. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/ organisasi dimana fungsi kepemimpinan harus diwujudkan dalam interaksi antar individu. Menurut Rivai dalam Trisna dan Widagdo (2017: 28) secara operasional fungsi pokok kepemimpinan dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Fungsi instruktif

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.
2. Fungsi konsultatif

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan diteteapkan dan dalam pelaksanaan. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) untuk memperbaikin dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah



diteteapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.
3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.
4. Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi.
5. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan



bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan
2.2.4. Gaya Kepemimpinan

Penelitian yang dilakukan Fiedler, sebagaimana dikutip oleh Prasetyo (2006: 27) ditemukan bahwa kinerja kepemimpinan sangat bergantung pada organisasi ataupun gaya kepemimpinan. Pemimpin bisa efektif ke dalam situasi tertentu dan tidak efektif pada situasi yang lain. Usaha untuk meningkatkan efektivitas organisasi atau kelompok harus dimulai dari belajar, tidak hanya melatih kepemimpinan secara efektif, tetapi juga harus membangun lingkungan organisasi agar seorang pemimpin dapat bekerja dengan baik.
Pendekatan teori situasional yang dikenal model kontingensi Fiedler dalam Miftah Thoha (2015: 38) berpendapat bahwa cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi menentukan besarnya peran pemimpin dalam efektivitas kinerja kelompok atau organisasi. Teori kepemimpinan kontingensi Fiedler menyebutkan tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor tersebut adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan, derajat dari struktur tugas dan posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal.
Fiedler menciptakan teknik yang disebutnya LPC (Least Preffered Co- Worker) yang bermaksud untuk mengukur apakah seseorang itu berorientasi pada tugas atau berorientasi pada hubungan. Setelah gaya kepemimpinan dasar individu dinilai melalui LPC kemudian penting untuk mencocokkan pemimpin dengan situasi tersebut.



Model kepemimpinan Fiedler disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektifitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapinya. Model ini dikembangkan oleh Fiedler dan menyatakan bahwa interaksi antara gaya kepemimpinan dan keuntungan situasional menentukan kinerja kelompok. Fiedler mengemukakan tiga faktor yang menetukan seberapa menguntungkan lingkungan yang dimiliki seorang pemimpin yaitu :
1. Hubungan pemimpin-bawahan, menunjukkan tingkat kepercayaan, keyakinan, dan rasa hormat yang dimiliki bawahan terhadap pemimpin mereka.
2. Derajat dari struktur tugas adalah faktor kedua terpenting yang menunjukkan sejauh mana tugas yang dilakukan para bawahan terstruktur, apakah tugas dijelaskan dengan spesifik, dan apakah para bawahan mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka harus melakukannya, serta kapan dan dengan urutan yang bagaimana hal ini harus dilakukan.
3. Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal, adalah faktor kekuatan yang dimiliki oleh posisi pemimpin yang biasanya ditunjukkan dengan otoritas yang lebih tinggi merupakan tanda kekuatan posisi yang lebih tinggi dengan kekuatan secara legal formal seseorang pemimpin sangat mudah mempengaruhi bawahan untuk bertindak melaksanakan tugas dan kewajibannya.



Menurut Prasetyo (2006: 27), gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan yang diimplementasikan dalam perilaku kepemimpinan seseorang memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai apa yang dia inginkan.
Selain itu, menurut Flippo dalam Syamsu (2017: 33), “gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuam organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu”.
Nawawi dalam Bernhard, dkk (2017: 215), mengatakan bahwa “gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan digunakan pemimpin dalam memengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya”. Menurut Siagian dalam Tristina dan Widagdo (2017: 31) bahwa gaya kepemimpinan :
Merupakan perilaku yang digunakan seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat. Kebanyakan orang menganggap gaya kepemimpinan merupakan tipe kepemimpinan. jadi gaya kepemimpinan seseorang adalah identik dengan tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan.

Pendapat Sadili dalam Syamsu (2017: 27) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. pendekatan perilaku berlandaskan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak seorang pemimpin yang bersangkutan. Sedangkan Rivai dalam Bernhard, dkk



(2017: 215) “gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai”.
Dari teori tersebut, menunjukan keterkaitan antara pemimpin dan bawahan dalam menjalankan organisasi sangat berpengaruh agar tujuan organisasi dapat tercapai. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci dimana seorang pemimpin harus bisa memengaruhi, mengarahkan, dan menunjukan kemampuannya agar semua tujuan organisasi bias tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pendapat dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpnan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk memengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja serta tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Kemampuan untuk memenagruhi bawahan dan juga mengarahkan dalam melaksanakan pekerjaan adalah bagian dari konsekuensi pemimpin.
2.2.5. Teori Gaya Kepemimpinan
2.2.5.1. Model Gaya Kepemimpinan Kontijensi dari Fiedler

Fiedler dalam Miftah Thoha (2015: 36), mengembangkan suatu model yang dinamakan Model Kontijensi Kepemimpinan yang Efektif (A Contingency Model of Leadership Effectiveness). Fiedler menciptakan teknik yang disebutnya LPC (Least Preffered Co-Worker) yang bermaksud untuk mengukur apakah seseorang itu berorientasi pada tugas atau berorientasi pada hubungan. Setelah gaya kepemimpinan dasar individu dinilai melalui LPC kemudian penting untuk mencocokkan pemimpin dengan situasi tersebut.



Model tersebut berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun situasi yang menyenangkan itu diterangkan oleh Fiedler dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris sebagai berikut:
1. Hubungan pemimpin-anggota, merupakan variabel yang sangat penting dan utama dalam menentukan situasi yang menguntungkan. Hubungan interaksional antara pimpinan dan bawahan yang harmonis sangat menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Sebaliknya hubungan yang tidak harmonis akan dapat mengantarkan pada kegagalan pencapaian tujuan.
2. Derajat dari struktur tugas, merupakan masukan kedua yang sangat penting bagi situasi yang menguntungkan artinya pembagian tugas dan kewajiban juga harus diikuti oleh wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban tidak terjadi penyalahgunaan dan pada siapa harus dipertanggungjawabkan
3. Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal, diperoleh dari wewenang formal merupakan dimensi yang juga sangat penting dari situasi yang menguntungkan dengan kata lain keberhasilan kepemimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan pemimpin secara legal formal sehingga dengan kekuatan secara legal formal seseorang pemimpin sangat mudah mempengaruhi bawahan untuk bertindak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mencapai tujuan hubungan antara pimpinan dan anggota dibedakan menjadi hubungan baik dan hubungan buruk derajat susunan Tugas atau struktur tugas



dibedakan menjadi tugas tersusun dan tugas tak tersusun sedangkan kekuatan pemimpin secara formal dibedakan menjadi kuat dan lemah.
Situasi akan menyenangkan pemimpin apabila ketika dimensi tersebut mempunyai derajat yang tinggi. Dengan kata lain, situasi akan menyenangkan apabila pemimpin diterima oleh para pengikutnya tugas-tugas dan semua yang berhubungan dengannya ditentukan secara jelas dan penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal ditetapkan pada posisi pemimpin. Jika situasi yang terjadi sebaliknya maka terjadi hal yang tidak menyenangkan bagi pemimpin.
2.2.5.2. Model Gaya Path-Goal Theory

Usaha pengembangan teori path goal ini sebenarnya telah dimulai oleh Georgepoulus dan kawan-kawannya di Institut penelitian sosial Universitas Michigan. Istilah path goal tersebut telah digunakan hampir 25 tahun untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dalam pelaksanaan kerja.
Adapun dalam pengembangannya yang modern Martin Evans dan Robert House secara terpisah telah menulis karangan dalam subjek yang sama. Secara pokok teori path goal berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi kepuasan dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya.
Teori path goal versi House memasukkan 4 tipe atau gaya utama kepemimpinan yang dijelaskan sebagai berikut :
1. Kepemimpinan direktif. Bawahan tahu dengan pasti apa yang diharapkan darinya dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahan.



2. Kepemimpinan yang mendukung (suportive leadership). Kepemimpinan model ini mempunyai persediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya.
3. Kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran-saran dari para bawahannya namun pengambilan keputusan masih tetap berada padanya.
4. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang terhadap bawahannya untuk berpartisipasi. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik.
2.2.5.3. Model Gaya Kepemimpinan Partisipasi

Model partisipasi dikembangkan oleh Victor Vroom dan Phillip Yetton dalam Bernhard, dkk (2017: 213), yang berhubungan dengan prilaku kepemimpinan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Menyadari bahwa struktur tugas memiliki berbagai tuntutan untuk kegiatan rutin dan non-rutin, mereka berpendapat bahwa perilaku pemimpin harus menyesuaikan diri untuk mencerminkan struktur tugas. Terdapat 2 tipe pemimpin antara lain, yaitu :
1. Kepemimpinan karismatik atau transformasional yang mengilhami para pengikut untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri demi kebaikan bagi organisasi dan yang mampu memiliki pengaruh yang mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya dengan kekuatan kemampuan pribadi mereka mereka mengubah pengikut mereka dengan meningkatkan rasa kepentingan dan nilai tugas mereka



2. Kepemimpinan visioner adalah kemampuan menciptakan dan mengartikulasi fisik yang realistis Kredibel dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan berbagai teori tentang gaya kepemimpinan dan indikator yang menentukan gaya kepemimpinan seseorang, maka penelitian mencoba untuk mengkaji dan menganalisis Gaya Kepemimpinan yang dianggap sesuai dengan kondisi di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan. Dengan menggunakan teori yang ditulis oleh Fiedler dalam Miftah Thoha (2015: 38) bahwa elemen yang menentukan gaya kepemimpinan seseorang adalah hubungan antara pemimpin dengan bawahan, derajat dari struktur tugas dan posisi kekuasaan pemimpin dicapai lewat otoritas formal.
2.2.6. Good Governance

Reformasi politik di Indonesia telah menemukan definisi baru yang disebut good governance. Popularitas dari definisi tersebut ini sangat di kenal di kalangan Pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana governance sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan good artinya baik. Jadi disimpulkan kata Good governance artinya yaitu tata pemrintahan yang baik.
Menurut Hasibuan (2008:  45) mengemukakan bahwa

Menyatakan bahwa Good Governance Adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku – pelakunya dilandasi prinsip- prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang kuat.

Good Governance adalah suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenangan yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan



publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan (Sinambela, 2006: 47).
Menurut Sedarmayanti (2012: 2) Pemerintah atau “Government” dalam bahasa inggris diartikan sebagai “The authoritave and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya.”
Pengertian Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan- urusan public. World Bank memberikan definisi Governance sebagai
“the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu, UNDP mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative author to manage a nation’s affair at all levels”. (Madiasmo, 2009: 17).

Berikutnya Sedarmayanti (2012: 3) memberikan definisi secara konseptual yaitu pengertian kata baik (good) dalam istilah turun aja ke pemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman, pertama nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial kedua aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.
Lembaga Administrasi Negara 2000 dalam Sedarmayanti (2012: 4) menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaktif yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat.



2.2.7. Prinsip-Prinsip Good Governance

Bhata Gambir dalam Sedarmayanti (2012: 5) mengungkapkan bahwa unsur utama Governance yaitu akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen (management competence) dan hak-hak manusia (human right).
Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009: 18), karakteristik pelaksanaan

good governance meliputi:

1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif
2. Rule of Law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. Tranparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.
4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.



7. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Strategic vision. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat memiliki visi jauh ke depan.
Prinsip Good Governance menurut Tjokroamidjojo, Bintoro tahun 2000 dalam Sedarmayanti (2012: 15) adalah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas.

2. Tranparansi.

3. Keterbukaan.

4. Kepastian hukum.

5. Jaminan.

Selanjutnya, Sedarmayanti (2012: 7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik sebagai berikut.
1. Akuntabilitas, adanya kewajiban sebagai aparatur Pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi, ke pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum, pemerintahan yang baik merupakan karakteristik berupa jaminan kepada kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuhnya.



2.3. Kerangka Pemikiran
2.3.1. Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah gaya yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah di tetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk memengaruhi perilaku orang lain agar bersedia diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.
Fungsi Kepemimpinan Sedarmayanti (2012: 130) merupakan gejala sosial karena harus di wujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok/organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi :
1. Dimensi berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan/aktivitas pemimpin.
2. Dimensi berkenaan dengan tingkat dukungan/keterlibatan orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas pokok kelompok/organisasi.
Terdapat 5 fungsi kepemimpinan antara lain :

1) Fungsi instrusi

2) Fungsi konsultasi

3) Fungsi partisipasi

4) Fungsi delegasi

5) Fungsi pengendalian



Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang digunakan oleh pemimpin dalam usaha memengaruhi anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Gaya yang digunakan oleh pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya memusatkan perhatian pada dua gaya kepemimpinan yaitu gaya orientasi pada tugas dan gaya berorientasi pada karyawan pemimpin yang berorientasi pada tugas mengarahkan dan mengawasi bawahan secara ketat untuk menjamin agar tugas dilaksanakan secara memuaskan. Pemimpin yang berorientasi pada pegawai atau karyawan berusaha lebih memotivasi daripada mensupervisi mereka mendorong anggota kelompok untuk melaksanakan tugas dengan membiarkan anggota kelompok berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka dan dengan membina hubungan yang akrab penuh kepercayaan dan penuh penghargaan pada anggota.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil teori gaya kepemimpinan menurut Fiedler dalam Thoha Miftah (2015: 38) yaitu :
1. Hubungan pemimpin-anggota.

2. Derajat dari struktur tugas.

3. Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal.

2.3.2. Good Governance

Menurut Sedarmayanti (2012: 2) Pemerintah atau “Government” dalam bahasa inggris diartikan sebagai “The authoritave and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya.”



Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa inggris “governance” yaitu “the act, fact, manner of governing”, berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Dengan demikian “governance” adala kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman dalam Sedarmayanti (2012: 2) bahwa governance merupakan “serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.
Menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2012: 3) Mendefinisikan kepemerintahan “governance” adalah “Governance is the exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which states being of their population”. “Kepemimpinan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administatif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kegiatan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohevitas sosial dalam masyarakat”.
Rencana Startegis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004 dalam Sedarmayanti (2012: 5), disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) yakni “proses pengelolaan pemerintah yang demokratis, professional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan



akuntabel, selain berdaya guna berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”.
Menurut Sedarmayanti (2012: 7) terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas

2. Transparansi

3. Keterbukaan

4. Aturan hukum
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